BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

STANDARDISASI. INDEKS BIAYA  KEGIATAN, ~PEMELIHARAAN,
PENGADAAN DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 yang efisien dan
efektif, perlu menyusun Standardisasi indeks Biaya Kegiatan,
Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah
Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan
dan Honorartum Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perberdaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan -lLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana télah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4844);

Undang-Urdang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah FPusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang
Pemindahan lbu Kota Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang
dari Wilayah Kotamadya Da=srah Tingkat I Magelang ke
Kecamatan Mungkid di VWilayah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 36);

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Ncmor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4809), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 MNMomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Caerah
Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah:
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13. Peraturan Menteri Dalam Neageri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelotaan Barang Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007
tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri Sipil dan dan Pegawai Tidak Tetap;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK/02/2007 tentang
Standar Biaya Tahun 2008:

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
: Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Magelarg Tahun 2008 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabhupaten Magelang (Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA
KEGIATAN, PEMELIHAFRAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM
PEMERINTAH KABUPATEN MEGELANG TAHUN ANGGARAN
2011,

Pasal 1

Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan. Pengadaan dan Honorarium
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam perencanaan dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 2

Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 3

Dalam pelaksanaan perneliharaan dan pengadaan harang/jasa harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. berpedoman pada kelayakan harga yang beriaku pada saat kegiatan/pekerjaan
dilaksanakan;



b. memperhatikan azas efisiensi; dan

c. tidak melampaui Standardisasi 'ndeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan
dan Hororarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

(1) Patokan harga satuan kendaraan dinas ditetapkan berdasarkan pada harga yang
dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk.

(2) Patokan harga untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada
harga yang dikeluarkan oleh penerbit.

(3) Patokan harga obat-obatan generik bercedoman pada harga yang ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan.

(4) Patokan harga Bahan Bakar Minyak berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh
Pemerintah. :

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi Standarisasi indeks Biaya Kegiatan,
Pemeliharan, Pengadaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atau belum diatur dalam
Peraturan Bupati ini, diberlakukan sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan terlebih
dahuiu dimintakan persetujuan Bupati.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 September 2010

BUPATI MAGELANG,
XAttty
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 September 2618

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

utroyo

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR : ¢43
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